BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Peranan

Secara umum peranan adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait
oleh kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial di masyarakat,
artinya setiap orang memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kedudukan
yang ia miliki. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Peran berarti perangkat
tingkah atau karakter yang diharapkan atau dimiliki oleh orang yang berkedudukan
dalam masyarakat, sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh

seseorang dalam suatu peristiwa”.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang atau
kelompok. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi
dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (social-
position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi
masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan
sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat

serta menjalankan suatu peranan.

Atas dasar tersebut (Soekanto, 2009) menyimpulkan bahwa sesuatu peranan

mencakup paling sedikit tiga aspek, yaitu:

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian
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peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan
masyarakat.

b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.

C. Peranan jugan dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.

Menurut (Abdulsyani, 2012) Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau
sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan
kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan
berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status
sosialnya dengan masyarakat. Jika seseoarang mempunyai status tertentu dalam
kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu
harapan-harapan baru.

Merujuk dari beberapa definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa
peranan adalah suatu kegiatan yang di dalamnya meliputi status atau keberadaan
seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai
dengan kedudukannya atau posisinya dalam suatu kelompok. Jika ditinjau dari sudut
organisasi atau kelembagaan maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu
kegiatan yang didalamnya mencakup hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh
sekelompok orang yang memiliki suatu posisi dalam suatu organisasi atau lembaga

baik itu lembaga pemerintahan ataupun masyarakat.
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2.1.2 Perlindungan Konsumen

Hak konsumen merupakan sebuah tuntutan mutlak yang harus dipenuhi walau
sebesar apapun value nilai dari produk anda namun jikakalau aspek perlindungan
konsumen anda tiadakan maka hal itu akan mendatangkan kerugian besar,
memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen tidak akan membuat usaha bangkrut
namun justru akan sebaliknya konsumen yang puas akan percaya pada produk atau
jasa yang anda berikan bukan tidak jikalau pelanggan yang puas adalah marketing

terbaik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.

Sejarah perlindungan konsumen sendiri sudah dimulai dari pembaharuan
hukum di Amerika Serikat, muncul nya aksi tindakan peningkatan hak konsumen
membuat pemerintah amerika serikat sadar akan keperluan hal ini seiring waktu
perlindungan hukum atas hak konsumen mulai diadopsi diseluruh Indonesia, tidak
terkecuali pada Indonesia sejak jaman hindia belanda walau tak secara rinci
menyebut hak konsumen namun dalam kodifikasinya termaktub dalam hukum

perdata dan hukum dagang.

Menurut Shidarta dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen,
menyebutkan bahwa: “Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan
konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja yang

masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik”.

(Shidarta, 2004)

A.Z Nasution dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen

Suatu Pengantar, mengatakan bahwa: Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-
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asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan
penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya dalam
kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan
bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen adalah
keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen

antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat”. (Nasution,

2011)

Selanjutnya, Celina Tri Siwi Kristiyanti dalam bukunya yang berjudul Hukum
Perlindungan Konsumen, juga berpendapat bahwa: “Dengan demikian, seyogianya
dikatakan, hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum
yang terdapat kepentingan. pihak konsumen di dalamnya. Kata aspek hukum ini
sangat bergantung pada kemauan kita mengartikan”. (Celina Tri Siwi Kristiyanti,
2017)

Menurut Ahmadi Miru dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, menyebutkan Lambannya
perkembangan perlindungan konsumen di negara berkembang yang perkembangan
industrinya baru pada tahap permulaan karena sikap pemerintah pada umumnya
masih melindungi kepentingan industri yang merupakan faktor yang esensial dalam
pembangunan suatu negara. Akibat dari perlindungan kepentingan industri pada
negara berkembang termasuk Indonesia tersebut. (Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH.,
2012)

Dari ketentuan-ketentuan hukum yang bermaksud untuk memberikan

perlindungan kepada konsumen atau anggota masyarakat kurang berfungsi karena
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tidak diterapkan secara ketat. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa
usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen telah
dilakukan sejak lama, hanya saja kadang tidak disadari bahwa pada dasarnya
tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah merupakan usaha untuk
melindungi kepentingan konsumen.

Hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai ketentuan
perundang-undangan yang apabila dikaji, maka peraturan perundang-undangan
tersebut sebenarnya memuat ketentuan yang memberikan perlindungan kepada
konsumen, walaupun dalam konsiderans peraturan perundang-undangan tersebut
tidak disebutkan untuk tujuan perlindungan konsumen”.

Adapun Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen sesuai Pasal 2 dan 3
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai
berikut:

1. Asas
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan
lima asas,yaitu:

a.  Asas Manfaat
Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen
harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen
dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b.  Asas Keadilan
Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c.  Asas Keseimbangan
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Adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku
usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselematan pada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau
jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Asas kepastian hukum

Adalah baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh
keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara
menjamin kepastian hukum.

Tujuan

Menurut Pasal 3 Undang-undangPerlindungan Konsumen, bertujuan :

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri.

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan

informasi.
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e.  Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha.

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan konsumen.

2.1.3 Sengketa Konsumen

Sengketa salah satu penyebabnya adalah dari adanya wanprestasi dari salah
satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati
bersama atau ada faktor eksternal diluar para pihak yang mengakibatkan tidak
terpenuhinya prestasi dari suatu perjanjian.

Sedangkan sengketa konsumen diartikan sengketa antara pelaku usaha dengan
konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan ,pencemaran dan/ atau yang
mendapat kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/ atau manfaat jasa. Jika penulis
melihat secara umum mengenai sengketa konsumen dengan mengacu pada Undang-
undang berkaitan dengan perlindungan konsumen sebab dalam Undang- undang
Perlindungan Konsumen tersebut dikatakan mengenai siapa pelaku usaha dan
konsumen itu.

Undang-undang perlindungan konsumen tidak memberikan batasan apakah
yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Ada beberapa kata kunci untuk
memahami pengertian “sengketa konsumen”dalam kerangka Undang-undang

Perlindungan Konsumen dengan metode penafsiran, yaitu:
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1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersdia
dalam masyarakat,baik bagi kepentingan diri sendiri,keluarga,orang lain
maupun mahkluh hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Batasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 1
angka 11 Undang-undang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa yang
dimaksudkan dengan “sengketa konsumen”, yaitu sengketa antara pelaku usaha dan
konsumen. Pelaku usaha disitu, yaitu:

1.  Setiap orang atau individu

2. Badan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Penyelesaian dengan jalur pengadilan adalah suatu penyelesaian sengketa
secara konvensional melalui litigasi sistem peradilan. Litigasi adalah proses gugatan
atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya,
dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan

yang bertentangan. Litigasi diaratikan sebagai proses administrasi dan peradilan.

2.1.4 Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas

menangani dan Menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
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Ketentuan pada Pasal 23 Undang-undang Perlindungan Konsumen dikatakan

Pelaku Usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi

ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana yang dimasksud dapat digugat

melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan

peradilan di tempat kedudukan konsumen. Disini dapat kita lihat ada dua hal

penting:

1.

Bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan alternatif
penyelesaian melalui badan diluar system peradilan yang disebut dengan
BPSK, selain melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan konsumen.

Bahwa pilihan penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha
bukanlah suatu pilihan yang eksklusif, yang tidak dapat tidak harus dipilih.
Pilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK adalah pararel atau sejajar
dengan pilihan penyelesaian sengketa memalui badan peradilan. (Bra. Putri
Woelan Sari Dewi, 2009)

Sesuai Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen sebagai

berikut :

a.

Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara
melalui Konsiliasi, Mediasi, Arbitrase.

Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.

Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.

Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan

dalam Undang-undangini.
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e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen
tentang terjadinyaa pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

f.  Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen.

h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undangini.

i.  Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi
ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang
tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.

J. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain
guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak
konsumen.

I.  Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran
terhadap perlindungan konsumen.

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar
ketentuan Undang-undangini.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 52 huruf a, BPSK
selaku badan atau lembaga saat ini bertugas dan berwenang dalam menyelesaikan
sengketa yang terjadi mempunyai bebetapa cara penyelesaian atau sering disebut
metode penyelesaian sengketa yang antara lain adalah:

1. Melalui konsiliasi yaitu penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan

melalui cara ini, bahwa majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak yang
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bersengketa, jika melalui cara ini majelis hanya bertindak sebagai konsiliator
(pasif). Hasil penyelesaian sengketa konsumen tetap berada ditangan para
pihak.

2. Melalui mediasi yaitu penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan
melalui cara ini pada dasarnya sama dengan cara konsilias, hanya yang
membedakan dari kedua cara dimaksud bahwa majels aktif dengan
memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya lain dalam penyelesaian
sengketa, namun demikian hasil keputusan seluruhnya diserahkan kepada para
pihak.

3. Melalui arbitrase vyaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar
pengadilan melalui cara ini, pelaksanaannya berbeda dengan mediasi dan
konsiliasi. Majelis bertindak aktif untuk mendamaikan para pihak yang
bersengketa. Bila tidak mencapai kesepakatan, cara persuasif tetap dilakukan
dengan memberi penjelasan kepada para pihak yang bersengketa perihal
peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen. Keputusan
atau kesepakatan dalam penyelesaian sengketa sepenuhnya menjadi wewenang

majelis.

2.1.5 Pelaku Usaha

Kegiatan bisnis mempunyai hubungan yang saling membutuhkan antara
pelaku usaha dengan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh
keuntungan semaksimal mungkin dari transaksi dengan konsumen. Sedangkan di

sisi lain, konsumen berkepentingan untuk memperoleh kepuasan melalui pemenuhan
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kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dengan kata lain konsumen mempunyai hak
untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan. (Hasani, 2016)

Istilah “Pelaku Usaha” terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang perekonomian”.

Sehubungan dengan hal tersebut Az. Nasution dalam bukunya menyatakan
bahwa. Dalam penjelasan Undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha
adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan
lain-lain”. (Nasution, 2011)

Adapun Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha berdasarkan ketentuan Pasal 6
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk
menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai
keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka kepada pelaku
usaha juga diberikan hak sebagai berikut:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik.

¢. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum

sengketa konsumen.
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d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugiankonsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Adapun dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah
disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha juga dibebankan pula

mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan
dan pemeliharaan.

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa Yyang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang
berlaku.

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
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f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut merupakan
manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan

budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha itu sendiri

Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya yang berjudul Hukum
Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa:Seperti diketahui bahwa Undang-
undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara
lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud
tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau
jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. (Miru & Yoda,
2014)

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang
dan/atau jasa tersebut, maka dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen menentukan berbagai larangan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau
jasa yang:
a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan

ketentuan peraturan perundangundangan.
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. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan
menurut ukuran yang sebenarnya.

. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau
jasa tersebut.

. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya,
mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau
keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan,
iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/
pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan

"halal" yang dicantumkan dalam label.

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama

barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal
pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan

lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam

bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
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2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas,
dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang
dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak,
cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara
lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari

peredaran.

Pada intinya substansi Pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan
memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau
jasa. Larangan-larangan yang dimaksudkan ini hakikatnya menurut Numardjito
yaitu:“Untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat
merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan

informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya”.

Berbeda dengan produk-produk lainnya, terhadap barang-barang yang
berupa sediaan farmasi mendapat perlakuan khusus, karena barang jenis tersebut jika
rusak, cacat atau bekas, tercemar maka dilarang untuk diperdagangkan, walaupun

disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut.

Larangan-larangan yang tertuju pada “produk” sebagaimana dimaksudkan di
atas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen
dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang

lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang
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demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih
rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi

yang diperolehnya.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya yang berjudul Hukum
Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa: “Jika berbicara soal
pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara soal ada tidaknya
suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal
hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian
oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha
tertentu”.

Seorang konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa kemudian
menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat menggugat atau meminta ganti
rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian
di sini yaitu bisa produsen, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak
yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian bagi
konsumen.

Menurut Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang Tanggung
Jawab Pelaku Usaha, antara lain:

1.  Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/ataukerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang

dan/atau jasa yang dihasilkan ataudiperdagangkan.
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Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian
uang atau penggantianbarang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,
atau perawatan kesehatan dan/ataupemberian santunan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian
lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku
apabila pelaku usahadapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan

kesalahan konsumen.

Kerangka Yuridis

Menurut Sudikmo Mertokusumo, agar suatu peraturan perundang-undangan

dapat berlaku efektif dalam masyarakat harus memiliki kekuatan berlaku. Ada tiga

macam kekuatan berlaku, yaitu kekuatan berlaku filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Undang-undang memiliki kekuatan yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya

Undang-undang telah terpenuhi. Sedangkan Undang-undang memiliki kekuatan

secara sosiologis apabila Undang-undang tersebut berlaku efektif sebagai sebuah

aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat serta dapat dilaksanakan. Kekuatan

berlakunya hukum secara sosiologis di dalam masyarakat ada dua macam yaitu

menurut teori kekuatan (hukum berlaku secara sosiologis jika dipaksakan
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berlakunya oleh penguasa) dan teori pengakuan (hukum berlaku secara sosiologis
jika diterima dan diakui masyarakat). Hukum memiliki kekuatan filosofis apabila

kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (rechtsidee) suatu bangsa.

2.2.1 Pancasila

Sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah bernegara, Pancasila itu
merupakan sumber hukum dalam arti materiil yang tidak saja menjiwai, tetapi
bahkan harus dilaksanakan dan tercermin oleh dan dalam setiap peraturan hukum
Indonesia. Dalam bentuk formalnya, nilai-nilai Pancasila itu tercantum dan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai
hukum tertulis yang tertinggi di Republik Indonesia. (Asshiddigie, 2013). Dalam
penelitian ini sila ke lima berkaitan dengan tema yang penulis angkat, yaitu Keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indoneisa.

2.2.2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang
berarti setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada
hukum yang berlaku (Ridwan HR, 2014).

Sebagaimana juga diisyaratkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Presiden berhak mengajukan rancangan

Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” yang mengandung arti Presiden
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juga mempunyai hak mengajukan rancangan untuk berpartisipasi mengisi kebijakan

rancangan dalam Undang-undang bersama DPR.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menyatakan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan

usul rancangan Undang-undang”.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

berbunyi:

1.

2.

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak
ada kecualinya.

Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.

Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan

Negara.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

1.

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasi hajat
hidup orang banyak dikuasi oleh Negara.

Bumi dan air dari kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadila, berkelanjutan, berwawasan
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lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
sesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini di atur dalam Undang-

undang.

2.2.3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis
barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada
umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat
komplementer satu terhadap yang lainnya. Bervariasinya produk yang semakin
luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, jelas
terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan
secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik maupun yang berasal dari
luar negeri.

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang hukum yang bercorak
Universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau dilihat
dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia ternyata dasar-dasar yang menopang
sudah ada sejak dulu termasuk hukum adat.

Awal terbentuknya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang disepakati oleh DPR pada (tanggal 30 Maret 1999)
dan disahkan Presiden RI1 pada tanggal 20 April 1999 (LN Nomor. 42 Tahun 1999).

Berbagai usaha dengan memakan waktu, tenaga dan pikiran yang banyak telah

dijalankan berbagai pihak yang berkaitan dengan pembentukan hukum dan
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perlindungan konsumen. Baik dari kalangan pemerintah, lembaga-lembaga swadaya

masyarakat. YLKI, bersama-sama dengan perguruan-perguruan tinggi yang merasa

terpanggil untuk mewujudkan Undang-undang Perlindungan Konsumen ini.

Berbagai kegiatan tersebut berbentuk pembahasan ilmiah/non ilmiah, seminar-

seminar, penyusunan naskah-naskah penelitian, pengkajian naskah akademik

Rancangan Undang-Undang. Kegiatan-kegiatan tersebut dimulai antara lain:

1.

Pembahasan masalah Perlindungan Konsumen (dari sudut Bakir Hasan dan
dari sudut hukum oleh Az. Nasution) dalam Seminar Kelima Pusat Study
Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (tanggal 15-16
Desember 1975) sampai dengan penyelesaian akhir Undang-undangini pada

tanggal 20 April 1999

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Penelitian
tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia (tahun 1979-1980).

BPHN — Departemen Kehakiman, Naskah Akademik Peraturan Perundang-
undangan tentang Perlindungan Konsumen (tahun 1980-1981).

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Perlindunga Konsumen Indonesia,
suatu sumbangan pemikiran tentang rancangan Undang-undangPerlindungan
Konsumen (tahun 1981).

Departemen Perdagangan RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, RUU tentang Perlidungan Konsumen (tahun 1997).

DPR RI, RUU Usul Inisiatif DPR tentang Undang-undang Perlindunga

Konsumen (tahun 1998).
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Selain pembahasan-pembahasan di atas, masih terdapat berbagai lokakarya-
lokakarya, penyuluhan-penyuluhan, seminar-seminar di dalam dan luar negeri
berkenaan dengan perlindungan atau tentang produk konsumen tertentu dari dari
berbagai aspeknya.

Akhirnya, didukung oleh perkembangan politik dan perekonomian di
Indonesia (1997-1999), semua kegiatan tersebut berujung disetujuinya Undang-
undang Tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 15 bab dan 65 Pasal dan
mulai berlaku efektif sejak 20 April 2000. Ternyata dibutuhkan waktu 25 tahun
sejak gagasan awal hingga Undang-undangini dikumandangkan (1975-2000).

Dalam Undang — Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan secara
khusus pengertian sengketa konsumen. Rumusan sengketa konsumen dapat dilihat
pada Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001
tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, yang menyatakan bahwa sengketa
konsumen adalah: “sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut
ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat

mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.” (Kristanto, 2014)

2.2.4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/

Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK

Dasar hukum Pembentukan BPSK adalah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang
Perlindungan Konsumen serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 yang mengatur bahwa disetiap kota atau kabupaten

harus dibentuk BPSK. (Kurniawan, 2012) Pasal 1 ayat (11) Undang-undang
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Perlindungan Konsumen memberikan pengertian bahwa Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan
menyelesaikansengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Tugas dan Wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 Undang-undang
Perlindungan Konsumen jo. SK. Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001

tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.



